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GAIRAH dan kesadaran keagamaan masyarakat makin kuat. 
Pelaksanaan nilai-nilai keagamaan butuh wadah. Di bidang ekonomi, 
sistem ekonomi syariah tengah bangkit dan berkembang. 

Dalam perspektif inilah, dapat dipahami mengapa Pemerintah Kota 
Bandar Lampung ingin memiliki bank perkreditan rakyat syariah 
(BPRS). Di sisi lain, secara ekonomi, kondisi ekonomi masih tumbuh 
lamban, karena sektor riil belum bangkit. Salah satu faktor 
utamanya terbatas dan mahalnya pendanaan. Sedangkan fungsi 
intermediasi perbankan belum pulih. 

Oleh sebab itu, kehadiran BPRS tepat menjawab kemandekan 
ekonomi. Apalagi BPRS lebih berorientasi sektor riil karena bank 
syariah tidak punya alat (instrumen) sektor moneter. Bank syariah 
mengandalkan perputaran dana sebagai strategi usaha. Makin 
banyak uang disalurkan, makin banyak pendapatan diperoleh dan 
makin banyak bagi hasil yang dapat diberikan. Financing deposit ratio 
(FDR), yaitu perbandingan antara dana dihimpun dan disalurkan 
bank syariah cenderung tinggi, yakni rata-rata 100% bahkan lebih. 

Semua sepakat pentingnya BPRS. Masalahnya adalah cara 
memilikinya. Jika pilihannya mendirikan BPRS baru, prosesnya 
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melalui dua tahap, yaitu izin prinsip dan izin operasional. 
Sebenarnya proses ini sangat mudah dan murah karena pemerintah 
dan Bank Indonesia (BI) komitmen mengembangkan perbankan 
syariah. 

Pendirian BPRS di ibu kota provinsi seperti Bandar Lampung 
mensyaratkan modal Rp1 miliar. Jika Pemerintah Kota menyediakan 
dana Rp2,9 miliar, sebenarnya dapat mendirikan BPRS baru. 

Jika dijalankan profesional, BPRS ini sangat mungkin berkembang 
dan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten 
Tanggamus dapat menjadi contoh dalam hal ini. BPRS yang didirikan 
berkembang dalam waktu relatif singkat. 

Namun Pemerintah Kota juga dapat membeli BPRS yang ada dengan 
menjadi pemegang saham mayoritas. Pilihan mengakuisi BPRS Sakai 
Sambayan, tidak salah. Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dapat 
menjadi contoh, BPRS yang dibeli kini berkembang. Seharusnya 
pemerintah dan DPRD Kota membahasnya terbuka sehingga dapat 
dicari jalan keluar terbaik. Apakah Pemerintah Kota telah menutupi 
kebutuhan dana BPRS Sakai Sambayan? Jika ya, dari mana dananya 
dan atas nama siapa. 

Hal penting lainnya, apakah penyertaan modal layak secara ekonomi, 
dalam artian apakah dana tersebut aman. Pemerintah Kota dan 
BPRS Sakai Sambayan harus menjelaskan kepada DPRD apakah 
kondisi bisnisnya dapat berkembang. 

Dengan demikian, penyertaan modal bukan saja aman, melainkan 
menghasilkan PAD. Dalam posisi ini, DPRD jangan hanya pemberi 
stempel, tapi harus terlibat penuh sesuai dengan kewenangannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


